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Abstrak

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang juga dipergunakan sebagai 

instrumen mengawal pemilihan umum yang jujur dan adil. Dengan menggunakan 

hukum pidana atau menggunakan pendekatan pidana, diharapkan berbagai 

pelanggaran yang dilakukan dapat ditindak dalam rangka memastikan proses 

pemilu berjalan secara fair. Walaupun demikian, dalam pengaturan dan 

pelaksanaannya, kemanfaatan hukum pidana dalam penyelenggaraan pemilu 

belum terasa efektif. Hal itu disebabkan oleh hampir semua subsistem hukum 

yang menopang bekerja sistem hukum pemilu, yang terdiri dari aturan hukum 

pidana pemilu, aparat yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu dan budaya 

pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaaan pemilu. 

Kata kunci : Pidana dan Pemilu

Abstract

Penal law is a branch of law applied as instrument in overseeing free and 

fair election. By means of penal law or its approach, it is expected that various 

offenses can be proceeded in the course of assuring fair election processes. However, 

in regulation and implementation, the application of penal law in administration 

of election is yet effective. This is due to the legal subsystems that underlie the 

election legal system which comprise election penal law, apparatus involved in 

the enforcement of election law, and the culture of the parties involved in election 

administration.

Keywords : Criminalitation and Elections
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I. PENDAHULUAN 

Dibanding persoalan dalam lingkup rezim hukum lainnya, masalah hukum 

pemilu dapat dikatakan lebih kompleks. Di samping banyaknya kategori masalah, 

pelaksanaan penanganan masalah hukum pemilu juga melibatkan banyak lembaga/

institusi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota 

DPR, DPD dan DPRD, setidaknya diakui enam jenis masalah hukum pemilu, yaitu 

: pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,  pelanggaran administrasi pemilu, 

sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, sengketa tata usaha negara pemilu, dan 

perselisihan hasil pemilu.1 Jenis masalah hukum yang sama juga diadopsi ke 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 

1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.2

Banyaknya jenis masalah hukum pemilu juga linear dengan banyaknya institusi 

yang terlibat dalam penanganannya. Setidaknya ada sembilan institusi yang terlibat, 

yaitu : (1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), (2) Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu); (3) Komisi Pemilihan Umum (KPU); (4) Kepolisian Negara; (5) 

Kejaksaan; (6) Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara; (7) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi; (8) Mahkamah Agung; dan 

(9) Mahkamah Konstitusi. Belum lagi keterlibatan Komisi Penyiaran atau Dewan 

Pers untuk mengawasi pemberitaan dan iklan kampanye3. Sehingga, setidaknya 

akan ada 10 institusi yang terkait dengan penyelesaian masalah hukum pemilu.

Banyaknya jenis masalah serta banyaknya pihak yang terlibat menunjukkan 

begitu kompleknya masalah hukum pemilu, atau setidak-tidaknya masalah hukum 

pemilu didesain dengan demikian kompleks. Jangankan untuk melaksanakan, 

memahaminya pun butuh energi ekstra agar tidak salah paham yang berakibat 

fatal dalam pelaksanaannya. Pada gilirannnya, pelaksanaan penegakan hukum 

pidana pemilu pun menghadapi berbagai persoalan, baik karena konten aturannya 

yang tidak terlalu mendukung maupun karena faktor penegak dan budaya hukum. 

Kompleksitas yang demikian sesungguhnya juga melekat pada masalah hukum 

pemilu pada ranah tindak pidana pemilu. Sekilas mungkin tampak sederhana, 

1 Baca Bab XXI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
2 Baca Bab XX Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tenang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
3 Pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
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namun jika diselami, pengaturan dan penegakan hukum untuk tindak pidana 

pemilu juga memiliki kerumitan tertentu. Utamanya masalah pembuktian, 

profesionalitas penegak hukumnya, dan birokrasi penegakannya yang diatur 

dalam berbagai undang-undang terkait pemilu. Kompleksitas persoalan itulah 

yang hendak ditelaah lebih jauh. 

II. PEMBAHASAN

1. Pentingnya Pengaturan Tindak Pidana Pemilu

Sebelum lebih jauh mengulas arti penting pengaturan tindak pidana pemilu, 

terlebih dahulu perlu disinggung perihal istilah dan defenisi tindak pidana pemilu. 

Secara umum, istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologis yang sama 

atau menjadi bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana. Istilah lain 

untuk “tindak pidana”4 adalah “perbuatan pidana”5 atau “delik”6 yang dalam bahasa 

Belanda disebut dengan strafbaar feit.7 Jika dikaitkan dengan pemilu, maka dapat 

diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu.  

Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, ia akan menjadi lebih spesifik, yaitu hanya terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam proses 
penyelenggaraan pemilu. Dalam arti, istilah tindak pidana pemilu diperuntukan 

bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan 

tahapan-tahapan pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tindak pidana pemilu 

didefenisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap 

ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.8 Defenisi 

yang sama juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.9 

Berdasarkan defenisi tersebut, perbuatan/tindakan yang dapat dinilai sebagai 

tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan Undang-

Undang Pemilu. Sesuai defenisi itu, juga dapat dipahami bahwa tindak pidana 

4 Istilah “tindak pidana” ini dipergunakan salah satunya oleh Umar Seno Adji, dalam Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan 

Perkembangannya, Jakarta: PT. Sofmedia, Jakarta, 2012, h. 119 
5 Istilah “perbuatan pidana” ini dipakai salah satunya oleh Roeslan Saleh, dalam Andi Hamzah, Ibid.
6 “Delik” merupakan istilah yang umum dipakai oleh para sarjana. Istilah ini diterima secara umum tanpa perdebatan.
7 Andi Hamzah, Op.cit., h. 120
8 Pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
9 Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
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pemilu adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran 

tersebut diancam sanksi pidana dalam UU Pemilu.10 

Lebih jauh, kriminalisasi atas perbuatan tertentu sebagai tindak pidana pemilu 

dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : pelanggaran dan kejahatan. Hanya saja, UU Pemilu Legislatif tidak mendefenisikan secara spesifik apa yang dimaksud 
dengan tindak pidana dalam bentuk pelanggaran dan apa pula cakupan/defenisi 

tindak pidana kejahatan. UU ini hanya mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang 

dikategorikan sebagai pelanggaran dan juga kejahatan yang satu sama lain sulit 

untuk membedakannya secara pasti.

Lalu, untuk apa sesungguhnya proses penyelenggaraan pemilu harus 

ditopang dengan instrumen hukum pidana pemilu? Hal apa yang melatari 

mengapa instrumen ini menjadi penting? Sebagai bagian dari sistem pengaturan 

penyelenggaraan pemilu, ketentuan tindak pidana pemilu pada dasarnya untuk 

menopang terwujudnya pemilu yang jujur dan adil. Dalam konteks itu, arti penting 

pengaturan tindak pidana pemilu dapat diturun menjadi dua hal penting. 

Pertama, norma tindak pidana pemilu ditujukan untuk melindungi peserta 

pemilu, lembaga penyelenggara dan pemilih11 dari berbagai tindakan pelanggaran 

dan kejahatan pemilu yang merugikan. Kedua, norma tindak pidana pemilu 

ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pemilu. 

Sehubungan dengan dua tujuan/arti penting pengaturan tindak pidana pemilu 

tersebut, tentu sangat disadari bahwa pemilu adalah sebuah kontestasi. Di mana, 

semua pihak tentu akan melakukan langkah apa saja agar dapat memenangkan 

pemilu, termasuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat saja 

merugikan peserta pemilu lainnya, merugikan penyelenggara dan juga pemilu. 

Kerugian yang dialami peserta bisa dalam bentuk gagalnya yang bersangkutan 

memeroleh kursi karena adanya kecurangan peserta lain secara langsung ataupun 

melalui upaya tidak fair melalui kolusi dengan penyelenggara pemilu. Sementara 

kerugian yang dialami penyelenggara bisa saja dalam bentuk terganggungnya 

proses penyelenggaraan, integritas penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu 

yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sedangkan kerugian pemilih bisa 

terjadi dalam bentuk tidak terjadinya proses konversi suara menjadi kursi sesuai 

10 Topo Santoso, dkk., Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, Jakarta : Perkumpulan Untuk Pemilu dan 

Demokrasi,  2006, h. 89
11 Ramlan Surbakti, dkk., Penanganan Pelanggaran Pemilu, Buku 15, Jakarta : kerjasama Kemitraan, Kingdom of The Netherlands dan Danish 

International Development Agency, 2011, h. 16
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dengan kehendak pemilih melalui proses pemberian suara yang dilakukan pemilih. 

Agar hak berbagai pihak berkepentingan dalam pemilu dapat terlindungi, maka 

hukum pidana dijadikan salah satu instrumen memeliharanya. Bagaimanapun, 

tertib penyelenggaraan pemilu mesti dijaga dengan menggunakan hukum pidana. 

 Selain itu, sebagai bagian dari hukum pidana, ketentuan pidana pemilu 

juga ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan masyarakat. Sebagaimana 

dikemukakan Remmelink, hukum pidana bukan ditujukan pada dirinya sendiri, 

tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat 

hukum,12 termasuk masuk hukum pemilu.

2.	 Klasifikasi	Tindak	Pidana	PemiluDalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tindak pidana pemilu diklasifikasi 
menjadi tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Tindak pidana pelanggaran 

diatur dalam Pasal 273 sampai Pasal 291 UU Nomor 8 Tahun 2012. Sedangkan 

tindak pidana kejahatan diatur dalam Pasal 292 – Pasal 321 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2012. Sebagaimana disinggung sebelumnya, pengklasifikasian tersebut tidaklah 
begitu jelas maksudnya. Sebab, antara pelanggaran dan kejahatan justru tidak 

dapat dibedakan secara jelas. Untuk memastikan itu berikut akan dipaparkan identifikasi tindak pidana pemilu, baik bersifat pelanggaran maupun kejahatan 
sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012.

TINDAK PIDANA PEMILU

No. Pelanggaran No. Kejahatan

1. memberikan keterangan yang tidak 

benar mengenai diri sendiri atau 

diri orang lain tentang suatu hal 

yang diperlukan untuk pengisian 

daftar Pemilih

1. orang yang dengan sengaja menyebabkan 

orang lain kehilangan hak pilihnya

2. anggota PPS atau PPLN yang 

dengan sengaja tidak memperbaiki 

daftar pemilih sementara setelah 

mendapat masukan dari masyarakat 

dan Peserta Pemilu

2. orang yang dengan kekerasan, dengan 

ancaman kekerasan,  atau dengan 

menggunakan kekuasaan yang ada 

padanya pada saat pendaftaran Pemilih 

menghalangi seseorang untuk terdaftar 

sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut 

Undang-Undang ini

12  ndi Hamzah, Op.cit., h. 36
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3. mengacaukan, menghalangi, atau 

mengganggu jalannya Kampanye 

Pemilu

3. anggota  KPU,  KPU Provinsi ,  KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN 

yang tidak menindaklanjuti temuan 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, 

Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas 

Pemilu Luar Negeri dalam melakukan 

pemutakhiran data Pemilih, penyusunan 

dan pengumuman daftar  pemil ih 

sementara, perbaikan dan pengumuman 

daftar pemilih sementara hasil perbaikan, 

penetapan dan pengumuman daftar 

pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, 

daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi 

daftar pemilih tetap yang merugikan 

Warga Negara Indonesia yang memiliki 

hak pilih

4. melakukan Kampanye Pemilu di 

luar jadwal yang telah ditetapkan 

oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota

4. anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja 

tidak memberikan salinan daftar pemilih 

tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu

5. pelaksana Kampanye Pemilu yang 

melanggar larangan kampanye

5. anggota  KPU,  KPU Provinsi ,  dan 

K P U  K a b u p a te n / Ko t a  ya n g  t i d a k 

menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik 
calon Peserta Pemilu

6. pegawai negeri sipil, anggota Tentara 

Nasional Indonesia dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, kepala 

desa, dan perangkat desa yang 

melanggar larangan kampanye

6. orang yang dengan sengaja melakukan 

perbuatan curang untuk menyesatkan 

seseorang, dengan memaksa, dengan 

menjanjikan atau dengan memberikan uang 

atau materi lainnya untuk memperoleh 

dukungan bagi pencalonan anggota DPD 

dalam Pemilu

7. Pelaksana kampanye, peserta 

kampanye, dan petugas kampanye 

yang dengan sengaja mengakibatkan 

t e r g a n g g u n y a  p e l a k s a n a a n 

Kampanye Pemilu di tingkat desa 

7. orang yang dengan sengaja membuat surat 

atau dokumen palsu dengan maksud untuk 

memakai atau menyuruh orang memakai, 

atau setiap orang yang dengan sengaja 

memakai surat atau dokumen palsu untuk 

menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, 

DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau 

calon Peserta Pemilu



Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu
System For The Crime of Election

Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015270

8. Pelaksana kampanye, peserta 

kampanye, dan petugas kampanye 

y a n g  k a r e n a  k e l a l a i a n n y a 

mengakibatkan terganggunya 

pelaksanaan Kampanye Pemilu di 

tingkat desa 

8. Setiap pelaksana, peserta, dan petugas 

Kampanye Pemilu yang dengan sengaja 

m e l a n g ga r  l a ra n ga n  p e l a ks a n a a n 

Kampanye Pemilu

9. Peserta Pemilu yang dengan 

sengaja memberikan keterangan 

tidak benar dalam laporan dana 

Kampanye Pemilu

9. Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/

hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada 

semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua 

dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, 

Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan 

deputi gubernur Bank Indonesia serta 

direksi, komisaris, dewan pengawas, dan 

karyawan badan usaha milik negara/

badan usaha milik daerah yang melanggar 

larangan kampanye

10. Seorang majikan/atasan yang tidak 

memberikan kesempatan kepada 

seorang pekerja/karyawan untuk 

memberikan suaranya pada hari 

pemungutan suara, kecuali dengan 

alasan bahwa pekerjaan tersebut 

tidak bisa ditinggalkan

10. pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan 

sengaja menjanjikan atau memberikan 

uang atau materi lainnya sebagai imbalan 

kepada peserta Kampanye Pemilu secara 

langsung ataupun tidak langsung 

11. anggota KPPS/KPPSLN yang dengan 

sengaja tidak memberikan surat 

suara pengganti hanya 1 (satu) 

kali kepada Pemilih yang menerima 

surat suara yang rusak dan tidak 

mencatat surat suara yang rusak 

dalam berita acara

11. pelaksana, peserta, dan/atau petugas 

Kampanye Pemilu yang dengan sengaja 

pada Masa Tenang menjanjikan atau 

memberikan imbalan uang atau materi 

lainnya kepada Pemilih secara langsung 

ataupun tidak langsung 

12. membantu Pemilih yang dengan 

sengaja memberitahukan pilihan 

Pemilih kepada orang lain

12. orang yang dengan sengaja pada hari 

pemungutan suara menjanjikan atau 

memberikan uang atau materi lainnya 

kepada Pemilih untuk tidak menggunakan 

hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu 

tertentu 
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13. anggota KPPS yang dengan sengaja 

tidak melaksanakan keputusan KPU 

Kabupaten/Kota untuk pemungutan 

suara ulang di TPS

13. Anggota KPU,  KPU Provinsi ,  KPU 

Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal 

KPU, pegawai Sekretariat Jenderal 

KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai 

sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU 

Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat 

KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan 

sengaja melakukan tindak pidana Pemilu 

dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu 

14. anggota KPPS/KPPSLN yang 

dengan sengaja tidak membuat 

dan menandatangani berita acara 

kegiatan

14. Anggota KPU,  KPU Provinsi ,  KPU 

Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal 

KPU, pegawai Sekretariat Jenderal 

KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai 

sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU 

Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat 

KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena 

kelalaiannya melakukan tindak pidana 

Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye 

Pemilu 

15. orang yang karena kelalaiannya 

menyebabkan rusak atau hilangnya 

berita acara pemungutan dan 

penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara
15. orang, kelompok, perusahan, dan/

atau badan usaha nonpemerintah yang 

memberikan dana Kampanye Pemilu 

melebihi batas yang ditentukan 

16. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang 

karena kelalaiannya mengakibatkan 

hilang atau berubahnya berita acara 

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat 
rekapitulasi hasil penghitungan 

perolehan suara

16. Peserta Pemilu yang menggunakan 

kelebihan sumbangan, tidak melaporkan 

kelebihan sumbangan kepada KPU, 

dan/atau tidak menyerahkan kelebihan 

sumbangan kepada kas negara paling 

lambat 14 (empat belas) hari setelah masa 

Kampanye Pemilu berakhir 

17. anggota KPPS/KPPSLN yang dengan 

sengaja tidak memberikan salinan 

1 (satu) eksemplar berita acara 

pemungutan dan penghitungan suara,  serta  sert i f ikat  hasi l 
penghitungan suara kepada saksi 

Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu 

Lapangan/Pengawas Pemilu Luar 

Negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui 

PPS

17. orang, kelompok, perusahan, dan/

atau badan usaha nonpemerintah yang 

memberikan dana Kampanye Pemilu 

melebihi batas yang ditentukan 
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18. Pengawas Pemilu Lapangan yang 

tidak mengawasi penyerahan kotak 

suara tersegel dari PPS kepada 

PPK dan tidak melaporkan kepada 

Panwaslu Kecamatan 

18. Peserta Pemilu yang menggunakan 

kelebihan sumbangan, tidak melaporkan 

kelebihan sumbangan kepada KPU, 

dan/atau tidak menyerahkan kelebihan 

sumbangan kepada kas negara paling 

lambat 14 (empat belas) hari setelah masa 

Kampanye Pemilu berakhir 

19. Panwaslu Kecamatan yang tidak 

mengawasi penyerahan kotak 

suara tersegel dari PPK kepada 

KPU Kabupaten/Kota dan tidak 

melaporkan kepada Panwaslu 

Kabupaten/Kota 

19. Peserta Pemilu yang terbukti menerima 

sumbangan dana Kampanye Pemilu

20. a n g g o t a  P P S  y a n g  t i d a k mengumumkan salinan sertifikat 
hasil penghitungan suara dari 

seluruh TPS di wilayah kerjanya

20. perusahaan pencetak surat suara yang 

dengan sengaja mencetak surat suara 

melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU 

untuk kepentingan tertentu

21. orang yang mengumumkan hasil 

survei atau jajak pendapat tentang 

Pemilu dalam Masa Tenang

21. perusahaan pencetak surat suara yang 

tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan 

keutuhan surat suara

22. orang yang dengan sengaja menggunakan 

kekerasan,  dan/atau menghalangi 

seseorang yang akan melakukan haknya 

untuk memilih, melakukan kegiatan yang 

menimbulkan gangguan ketertiban dan 

ketenteraman pelaksanaan pemungutan 

suara, atau menggagalkan pemungutan 

suara

23. orang yang dengan sengaja melakukan 

perbuatan yang menyebabkan suara 

seorang Pemilih menjadi tidak bernilai 

atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu 

mendapat tambahan suara atau perolehan 

suara Peserta Pemilu menjadi berkurang

24. orang yang dengan sengaja pada saat 

pemungutan suara mengaku dirinya 

sebagai orang lain dan/atau memberikan 

suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) 

TPS atau lebih
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25. orang yang dengan sengaja merusak atau 

menghilangkan hasil pemungutan suara 

yang sudah disegel

26. orang yang dengan sengaja mengubah, 

merusak, dan/atau menghilangkan berita 

acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan 
suara

27. orang yang dengan sengaja merusak, 

mengganggu, atau mendistorsi sistem 

informasi penghitungan suara hasil Pemilu

28. anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, 

mengamankan keutuhan kotak suara, dan 

menyerahkan kotak suara tersegel yang 

berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan 
suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi 

KPPSLN pada hari yang sama

29. PPS yang tidak menyerahkan kotak 

suara tersegel, berita acara rekapitulasi 

hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan 
perolehan suara Partai Politik Peserta 

Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 

di tingkat PPS

30. PPK yang tidak menyerahkan kotak 

suara tersegel, berita acara rekapitulasi 

hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan 
perolehan suara Partai Politik Peserta 

Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 

di tingkat PPK

31. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat 

yang melakukan penghitungan cepat 

yang tidak memberitahukan bahwa 

prakiraan hasil penghitungan cepat bukan 

merupakan hasil resmi Pemilu 
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32. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat 

yang mengumumkan prakiraan hasil 

penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam 

setelah selesainya pemungutan suara di 

wilayah Indonesia bagian barat 

33. anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap

34. KPU tidak menetapkan perolehan hasil 

Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota secara nasional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 

ayat (2)

35. anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu 

Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri 

yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti 

temuan dan/atau laporan pelanggaran 

Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, 

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, 

PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam 

setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu

Dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu…. pidana bagi yang 

bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang ini.

Dari 21 jenis pelanggaran dan 35 jenis kejahatan yang dikriminalisasi dalam 

UU Pemilu legislatif terlihat bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara apa 

yang diatur sebagai pelanggaran dan apa yang diatur sebagai kejahatan. Sebab, 

pada bagian pengaturan tentang tindak pidana kejahatan juga memuat apa yang 

secara konseptual dipahami sebagai pelanggaran. Contohnya, tindak pidana 

pengumuman penghitungan cepat, pidana tidak menetapkan hasil pemilu, pidana 

tidak menindaklanjuti temuan/lapoan pelanggaran pemilu yang dilakukan KPU dan jajarannya. Ketidakjelasan perbedaan antara dua klasifikasi tindak pidana 
pemilu tersebut menunjukkan bahwa politik hukum pidana pemilu sesungguhnya 

belum memiliki arah yang begitu jelas. 
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Selain itu, pengklasifikasian tindak pidana pemilu yang demikian juga tidak 
memiliki konsekuensi apa-apa terhadap penegakan hukum pidana pemilu. Sebab, 

baik pelanggaran ataupun kejahatan tetap ditangani menurut cara-cara dan hukum acara yang sama. Sehingga klasifikasi tersebut menjadi tidak begitu penting. 
Dalam perkembangannya kekeliruan tersebut agaknya disadari pembentuk 

undang-undang dengan tidak lagi membagi tindak pidana pemilu ke dalam bentuk 

pelanggaran dan kejahatan dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan 

kepala daerah. Dalam ketentuan pidana UU tersebut tidak lagi ditemukan adanya 

pemilahan antara tindak pidana pemilu pelanggaran dan kejahatan, melainkan 

hanya dirumuskan dalam satu kesatuan yang dinamakan dengan ketentuan 

pidana pemilu.13  Dari pengalaman pengaturan tentang tindak pidana pemilu, pengklasifikasian 
tindak pidana pemilu ke dalam : “tindak pidana ringan” dan “tindak pidana biasa” jauh lebih tepat dibanding mengklasifikasikannya seperti yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 2012. Setidaknya, klasifikasi seperti itu akan berimplikasi 
pada mekanisme penanganannya. Di mana, penanganan tindak pidana ringan 

dalam pemilu akan mengikuti hukum acara tindak pidana ringan yang diatur 

dalam KUHAP. Hal yang sama juga berlaku untuk tindak pidana biasa. Hanya 

saja, penanganan tindak pidana pemilu biasa tetap dengan batasan-batasan 

waktu yang ada, bukan mengikuti waktu penangan perkara sebagaimana terdapat 

dalam KUHAP.  

Dengan demikian, akan ada tindak pidana pemilu yang penanganan dapat 

dilakukan dengan memotong birokrasi penanganan perkara yang panjang (pidana 

ringan) dan ada pula jenis tindak pidana yang mesti melalui semua tahapan 

penanganan perkara pidana pemilu yang konvensional (pidana biasa). Dengan 

jalan itu, tentunya penanganan tindak pidana pemilu akan lebih efektif.

3. Sistem Peradilan Pidana Pemilu

Sebagai bagian dari rezim hukum pidana, mekanisme peradilan pidana pemilu 

juga mengikuti sistem peradilan pidana secara umum. Dalam sistem peradilan 

pidana, terjalin sebuah kerangka jaringan sistem peradilan yang mendayagunakan 

hukum pidana (hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum 

pelaksanaan pidana)14 secara terintegrasi. Dalam kerangka itu, semua unsur sub 
13 Pasal 177 – Pasal 198 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
14 I Gede Yuliartha, Lembaga Praperadilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia, h. 8, 
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sistem penegakan hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan terlibat dalam satu jaringan kerja yang saling berkaitan 

satu sama lain.

Dalam hukum pidana pemilu, sistem kerja demikian juga berlaku. Hanya 

saja, terdapat sejumlah karakter khusus yang terdapat dalam hukum pidana 

pemilu. pertama, dari segi hukum materil yang digunakan, tindak pidana pemilu 

diatur secara khusus dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Sejumlah tindak pidana 

pemilu bahkan sebelumnya telah ditentukan sebagai tindak pidana umum, seperti 

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 293 UU Pemilu Legislatif), 

pemalsuan dokumen (298 UU Pemilu Legislatif), melakukan perbuatan pengrusakan 

(Pasal 311 UU Pemilu Legislatif). Hanya saja, pengaturan berbagai tindak pidana 

tersebut dalam UU Pemilu adalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu. 

Konsekuensinya, tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut jika dilakukan 

dalam konteks pemilu. Dalam arti, berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai 

tindak pidana pemilu hanya dapat dituntut sesuai UU Pemilu, bukan ketentuan 

pidana umum. Hal ini sesuai dengan penerapan asas lex specialis derogat legi 

gerali. Menurut asas ini, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau 

ditemukan kembali di dalam peraturan lain, sedangkan peraturan yang disebut 

kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan pertama (yang 

umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain.15 Dalam kaitan dengan 

pemilu, unsur lain yang dimaksud adalah tindak pidana tersebut terjadi dalam 

kaitannya/dalam proses penyelenggaraan pemilu.  

Kedua, dari aspek hukum formil, hukum pidana pemilu juga tunduk pada 

ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). Di mana, pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus 

perkara tindak pidana pemilu menggunakan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam 

UU Pemilu.16 Frasa “kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” dalam 

Pasal 262 UU Nomor 8 Tahun 2012 merupakan klausul yang memberi kekhususan 

tertentu bagi proses pemeriksaan dugaan tindak pidana pemilu. 

Salah satu kekhususannya adalah sangat terbatasnya waktu penyidikan, 

penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan. Pembatasan waktu dalam 

memeriksa dan mengadili tindak pidana pemilu sesungguhnya ditujukan agar 

dalam file:///C:/Users/user/Downloads/667-1417-1-PB.pdf 
15 Andi Hamzah, Op.cit, h. 618
16 Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
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penanganan tindak pidana pemilu dapat memberikan kepastian hukum bagi 

tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, kekhususan tindak pidana pemilu 

juga terlihat pada keterbatasan upaya hukum bagi orang yang dinyatakan terbukti 

melakukan tindak pidana pemilu. Di mana, terhadap putusan pengadilan hanya 

dapat dilakukan banding dan putusan pengadilan banding (Pengadilan Tinggi) 

memiliki sifat terakhir dan mengingat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum 

lain.17 Dengan demikian, upaya kasasi sebagai upaya hukum biasa tidak tersedia 

dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu.

Ketiga, penegakan hukum pidana pemilu tidak saja melibatkan aparatur 

penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan 

institusi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya. Penyidikan 

dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu harus dengan adanya laporan/

rekomendasi dari Bawaslu Propinsi18 dan Panwaslu Kabupaten/kota.19 Dalam  

mekanisme tersebut, dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui 

kajian Bawaslu beserta jajaran. Di mana, apabila hasil kajian pengawas pemilu 

berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian beserta 

rekomendasi pengawas pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian.20 

Oleh karena melibatkan sejumlah institusi dalam penanganan tindak pidana 

pemilu, maka untuk tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak 

pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, diatur dan dibentuklah 

sebuah sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakumdu).21 Di mana, institusi 

ini berkedudukan sebagai tempat untuk menyamakan pandangan antar institusi 

yang terlibat dalam menangani tindak pidana pemilu. 

Hanya saja, dalam pengaturan teknis dan praktiknya, Gakkumdu  justru 

ditempatkan sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penanganan tindak 

pidana pemilu secara terpadu.22 Pada saat yang sama, juga memberi penilaian 

apakah bukti-bukti dugaan tindak yang diserahkan Bawaslu beserta jajaran telah 

terpenuhi atau setidak. Dalam konteks itu, dalam keadaan tertentu, penyidik 

kepolisian justru hanya memosisikan diri sebagai pihak yang menerima bersih 

laporan tanpa melakukan penyidikan lagi. Padahal, sesuai UU Pemilu, penyidik 

17 Pasal 263 ayat (5), Ibid. 
18 Pasal 75 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
19 Pasal 77 ayat (2) huruf b, Ibid.
20 Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan 

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
21 Pasal 267 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD  
22 Pasal 9 Keputusan Bersama Antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketua Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor : 055/A/JA/VI/2008, No. Pol. : B/06/VI/2008, Nomor : 01/BAWASLU/KB/VI/2008 tentang Sentra Penegakan Hukum 

Terpadu dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009
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kepolisian yang semestinya melakukan penyidikan atas telah terjadinya dugaan 

tindak pidana pemilu.

Keempat, pemeriksaan perkara tindak pidana ditangani oleh majelis khusus 

yang dibentuk pada pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi.23 Di mana, hakim khusus perkara pidana pemilu mesti memiliki syarat dan kualifikasi tertentu yang 
pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kedua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia.24 

Setidaknya empat hal itulah yang menunjukan kekhususan sistem peradilan 

pidana pemilu yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012. Selanjutnya akan 

digambarkan sistem peradilan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU 

tersebut. Hanya saja, karena sistem peradilan pidana pemilu juga melibatkan 

Bawaslu dan jajaran, terlebih dahulu akan digambarkan proses penanganan 

pelanggaran pemilu oleh pengawas pemilu. Sebab, penanganan perkara pelanggaran 

pemilu (termasuk pidana) oleh Bawaslu dan jajaran merupakan pintu awal untuk 

seluruh proses penegakan hukum pemilu yang lainnya. Oleh karena itu, secara 

berturut-turut akan ditampilkan bagan sistem penyelesaian pelanggaran pemilu 

oleh Bawaslu dan bagan sistem penanganan tindak pidana pemilu yang melibatkan 

Bawaslu, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU

(Berdasarkan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2012)	  

TEMUAN	  

LAPORAN	  

BAGIAN	  PENANGANAN	  
PELANGGARAN/BIDANG	  

PENINDAKAN	  

1. Mengisi	  formulir	  
temuan.	  

2. Melengkapi	  bukti-‐
bukti.	  

1. Disampaikan	  oleh	  
WNI	  yg	  memiliki	  hak	  
pilih.	  

2. Paling	  lama	  7	  hari	  
sejak	  kejadian.	  

3. Mengisi	  formulir	  
laporan.	  

Penelitian	  
Awal	  

Kelengkapan	  Syarat	  Formil	  dan	  Materil.	  

Memenuhi	  Syarat	   Belum	  Memenuhi	  Syarat	   Tidak	  Memenuhi	  Syarat	  

Dijadikan	  informasi	  awal	  adanya	  pelanggaran,	  menjadi	  TEMUAN	  Panwaslu	  
Dikonfirmasi	  ulang	  kepada	  Pelapor	  

DKPP	  

KPU,	  KPU	  Propinsi,	  KPU	  Kab/Kota	   Penyidik	  Polri	  
Dihentikan	  Melalui	  Keputusan	  Rapat	  Pelno	  

Disampaikan	  kepada	  Bidang	  Penyelesaian	  Sengketa.	  

KAJIAN TEMUAN/LAPORAN 1. Meminta	  kehadiran	  Pelapor,	  
Terlapor,	  Pelaku,	  Saksi/Ahli	  (di	  
bawah	  sumpah)	  

2. Menuangkan	  dalam	  BA	  

Pelanggaran	  Kode	  Etik	  
Pelanggaran	  Administrasi	  

Tindak	  Pidana	  Pemilu	   Sengketa	  Pemilu	  
Bukan	  Pelanggaran	  

23 Pasal 262 ayat (2), Ibid. 
24 Pasal 266, Ibid. 
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ALUR PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU 

(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)	  

PEMERIKSAAN PN paling 
lama 7 hari sejak 

pelimpahan 

BANDING – 3 hari 
sejak putusan 

Pelimpahan Berkas oleh 
PN – 3 hari sejak 
diterima banding 

Pemeriksaan Banding (PT) 7 
hari sejak banding diterima 

FINAL (terakhir & mengikat) 

Penyampaian Putusan 
incraht kepada JPU – 3 

hari sejak putusan 

EKSEKUSI – 3 hari sejak 
putusan diterima jaksa 

Belum Lengkap 

P- 18 (3 hari) 

P- 19 
(3 hari) 

LENGKAP 
PELIMPAHAN Perkara ke 
Pengadilan – JPU (5 hari) 

LAPORAN/Temuan 
Dugaan Tindak Pidana 

pemilu 

KAJIAN 

Bawaslu 

Adanya Bukti Permulaan 
Terjadinya Tindak Pidana 

Pemilu 	  
Penyerahan hasil 

kajian/rekomendasi 
kepada Kepolisian untuk 

dilakukan penyidikan 	  
. 

 

Penyelidikan (14 hari) 
sejak laporan diterima

Penyampaian Putusan 
inkracht kepada JPU – 3 

hari sejak putusan

Alur penanganan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana pemilu 

sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan birokrasi penanganan yang tidak 

sederhana. Sistem penanganan tindak pidana pemilu jauh lebih rumit dibandingkan 

tindak pidana biasa yang hanya melibatkan polisi, jaksa dan pengadilan. Sementara 

tindak pidana pemilu juga melibatkan pengawas pemilu. Sehingga, kondisi inipun 

dinilai sebagai salah satu alasan kenapa penanganan tindak pidana pemilu menjadi 

tidak efektif.
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Dengan waktu penanganan tindak pidana pemilu yang amat singkat, 

birokrasi penanganan tindak pidana pemilu mesti didesain lebih sederhana. Di 

mana, keterlibatan polisi dan jaksa lagi ditempatkan secara terpisah dari proses 

pengawasan pemilu yang dilakukan pengawas pemilu. Dalam konteks ini, polisi 

dan jaksa harus didesain berada dalam satu kesatuan lembaga pengawas pemilu 

dalam menegakkan hukum pidana pemilu. Dalam konteks ini, mengubah desain 

kelembagaan pengawas pemilu dengan memasukkan unsur polisi dan jaksa secara 

ex officio merupakan salah satu cara untuk memotong panjangnya rangkaian 

birokrasi penangan perkara tindak pidana pemilu. Dengan cara itu, semua tindakan 

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana pemilu akan berada di 

bawah satu komanda. Sehingga penegakan hukum pidana pemilu dalam waktu 

yang sangat singkat tentunya akan berjalan lebih baik.

4. Pembuktian Tindak Pidana Pemilu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak mengatur secara khusus ikhwal 

pembuktian dalam perkara tindak pidana pemilu. Dalam arti, tidak terdapat 

ketentuan yang memberikan karakter tersendiri dalam pembuktian tindak pidana 

pemilu. Ketiadaan pengaturan pembuktian tindak pidana pemilu berkonsekuensi 

terhadap tunduknya rezim pembuktian tindak pidana pemilu pada sistem 

pembuktian dalam KUHAP. Hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 262 ayat (1) 

yang menyatakan, Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus 

perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Ketentuan tersebut 

mengisyaratkan bahwa pembuktian tindak pidana pemilu sepenuhnya mengikuti 

apa yang diatur dalam KUHAP. 

Dengan karakter khusus yang dimiliki tindak pidana pemilu, seperti singkatnya 

waktu penanganan, sesungguhnya membutuhkan adanya ketentuan terkait pembuktian yang lebih spesifik selain yang diatur dalam KUHAP. Jika hanya 
mengacu pada KUHAP, penanganan tindak pidana pemilu akan jauh dari efektif. 

Apalagi untuk tujuan mengawal integritas pemilu yang jujur dan adil.

Jika dibandingkan dengan penanganan tindak pidana korupsi, salah satu faktor yang mendukung efektifitas penanganan tindak pidana korupsi adalah 
tersedianya ruang pembuktikan lebih luas dibanding apa yang termuat dalam KUHAP. Salah satunya, perluasan definisi bukti petunjuk sebagaimana diatur 
dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 
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Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Tindak Pidana Korupsi diatur sebagai berikut :

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau 

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, 

dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, 
maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, 

peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. 

Ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas memberi 

kesempatan cukup luas bagi penyidik untuk membuktikan dugaan tindak pidana 

korupsi secara lebih mudah. Sebab, penyidik tidak saja terbatas pada cara 

memperoleh alat bukti yang diatur dalam KUHAP, melainkan lebih luas dari itu. 

Jika hal yang sama diterapkan dalam penanganan tindak pidana pemilu, 

tentunya pembuktian tindak pidana pemilu akan jauh lebih mudah. Sebab, penyidik 

memiliki sumber bukti yang lebih luas dari sekedar ketentuan KUHAP yang dapat 

dikatakan sangat terbatas. Sehingga, sebuah dugaan tindak pidana pemilu tidak 

dengan mudah lolos karena alasan tidak cukup bukti untuk membawanya ke 

proses pengadilan.

Apalagi tindak pidana pemilu sangat mudah diselundupkan ke dalam berbagai aktifitas lainnya. Dengan berbagai cara, pelaku tindak pidana pemilu justru mudah 
untuk lepas dari jeratan hukum karena bukti-bukti terjadinya tindak pidana 

pemilu sangat sulit untuk ditemukan.  

5. Problem Penegakan Hukum Pidana Pemilu

Problem penegakan hukum pidana pemilu setidaknya dapat disigi dengan 

melihat masing-masing komponen dalam sistem hukum yang secara langsung 

berpengaruh terhadap penegakan hukum. Lawrence M. Friedman menilai, 

berhasil atau tidaknya hukum ditegakkan tergantung pada tiga komponen sistem 

hukum. Pertama, substansi hukum (legal substance). Substansi hukum adalah 

aturan, norma, dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.25 

25 Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, Jakarta : PT. Tatanusa, 2001, h.. 7
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Kedua, struktur hukum (legal structure) atau struktur sistem hukum. Friedman 

menyebutnya sebagai kerangka atau rangka atau bagian yang tetap bertahan 

atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.26 

Keberadaan struktur hukum sangat penting, karena betapapun bagusnya norma 

hukum, namun jika tidak ditopang aparat penegak hukum yang baik, penegakan 

hukum dan keadilan hanya sia-sia. Ketiga, budaya hukum (legal culture). Kultur 

hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebisaaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak 
hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena 

yang berkaitan dengan hukum.27 

Berangkat dari tiga indikator tersebut, belum efektifnya penegakan hukum 

pidana pemilu juga tidak dapat dilepaskan dari masalah yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan pemilu, khususnya terkait tindak pidana pemilu; 

masalah profesionalisme aparat penegakan hukum yang terdiri dari pengawas 

pemilu, kepolisian, kejaksanaan dan hakim pada pengadilan Negeri dan Pengadilan 

Tinggi; dan budaya hukum penyelenggaraan pemilu yang jauh dari kondisi sehat.

Pada taraf norma, peraturan perundang-undangan sebagaimana diulas pada 

bagian sebelumnya belum cukup jelas dan lengkap mengatur hukum materil 

maupun hukum formil. Bahkan hukum formil yang ada tidak cukup memadai 

untuk menegakkan hukum pidana pemilu secara efektif. Sementara pada level 

struktur, penegak hukum dihadapkan pada persoalan masih belum memadainya 

pemahaman aparatur terhadap jenis tindak pidana pemilu; belum profesional 

dan masih terjadinya “tolak-menolak” yang berujung pada kebuntuan dalam 

menangani perkara pidana pemilu. Sedangkan pada ranah budaya hukum, pihak-

pihak berkepentingan, terutama peserta pemilu masih berkecenderungan untuk 

“mengakali” aturan yang ada sehingga dapat berkelit dari tuntutan hukum. 

Masyarakat politik bukannya membangun kesadaran akan perlunya mengikuti 

pemilu sesuai aturan-aturan yang ada, melainkan justru membangun sikap culas 

atas aturan yang ada. 

Tiga persoalan penegakan hukum pidana pemilu tersebut berkelindan 

sedemikian rupa sehingga penegakan hukum pemilu benar-benar lumpuh (sekedar 

tidak mengatakan mati suri).  Akibatnya, perkara-perkara dugaan tindak pidana 

pemilu pun tidak tertangani dengan baik.

26 Ibid., h. 12. 
27 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence) 

Volume 1, Jakarta : Kencana, 2012, h.. 204
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III. KESIMPULAN

Sistem penanganan tindak pidana pemilu masih membutuhkan pembenahan 

agar dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen 

mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Perbaikan sistem penanganan meliputi 

perbaikan regulasi; penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum 

pemilu; dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu. 

Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana pemilu akan selalu jalan 

di tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang perwujudan pemilu 

yang jujur dan adil.
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